
TAHUN INI, GOLKAR DAN PDIP SUMUT TERIMA RP 1 MILIAR LEBIH 

 

 
Sumber Berita: www.sumutpos.co 

 

Medan, Sumutpos.co – Tahun ini, bantuan parpol bakal naik tajam. Seperti 

diatur dalam PP Nomor 1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan keuangan parpol 

tingkat provinsi dibayar Rp1.200 per suara sah. Parpol Kabupaten/Kota dibayar 

Rp1.500 per suara sah. Sebelumnya, masing-masing daerah menerapkan perhitungan 

berbeda untuk jumlah bantuan parpol untuk yang memperoleh kursi di DPRD. 

Sedangkan untuk DPR RI dipatok Rp108 per suara sah. 

Merunut pada jumlah suara sah yang diperoleh pada Pileg Sumut tahun 2014 

lalu, Partai Golkar dan PDIP merupakan peraih suara tertinggi pertama dan kedua. 

Karena itu, jumlah bantuan parpol tahun ini untuk kedua parpol tersebut bakal naik 

menjadi lebih Rp1 miliar. 

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara sah parpol di Pileg DPRD Provinsi 

Sumut 2014 yang diperoleh Sumut Pos dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, 

Minggu (1/4), jumlah suara sah seluruh parpol sebanyak 6.205.665. 

Sumut Pos mencoba mengkalkulasikan jumlah suara sah 12 parpol di Pileg 2014 

dengan perolehan bantuan dana parpol yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi, 

yakni sebesar Rp1.200 per suara sah. Hasilnya, dari total suara sah 6.205.665 dikalikan 

Rp1.200 per suara sah, anggaran negara tahun ini akan keluar sebesar Rp7,44 miliar 

http://www.sumutpos.co/


untuk ke-11 parpol tingkat provinsi. Belum termasuk untuk parpol tingkat 

kabupaten/kota. 

Dari 15 parpol Pemilu 2014, perolehan suara sah paling banyak dikumpulkan 

Partai Golkar yakni 948.535 suara. Karena itu, Golkar akan mendapat bantuan parpol 

sebesar Rp1,13 miliar. Sedangkan PDI Perjuangan dengan perolehan 920.672 suara sah 

akan memperoleh banparpol sebesar Rp1,10 miliar. Disusul Partai Demokrat sebesar 

Rp987 juta (822.871 suara sah), Partai Gerindra sebesar Rp804 juta (673.685 suara sah). 

Selanjutnya Partai Hanura memperoleh bantuan Rp607 juta (506.463 suara sah), 

Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp540 juta (450.451 suara sah), Partai Nasional 

Demokrat sebesar Rp507 juta (423.216 suara sah), Partai Amanat Nasional sebesar 

Rp504 juta (420.433 suara sah), Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp365 juta 

(304.513 suara sah), Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp.354 juta (295.434 suara 

sah), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebesar Rp321 juta (267.687 suara sah) 

dan Partai Bulan Bintang sebesar Rp206 juta (171.705 suara sah). 

Jumlah suara sah parpol di Pileg 2014 tingkat provinsi ini, terdiri dari 12 daerah 

pemilihan (dapil). Sedangkan total jumlah suara tidak sah menurut sumber data model 

EA 5 provinsi itu, yakni 658.785 suara. 

 

Sumber Berita: 

1. http://sumutpos.co/2018/04/02/tahun-ini-golkar-pdip-sumut-terima-rp1-miliar-lebih/, 

tanggal 2 April 2018. 

2. http://www.detiknewsocean.com/2018/04/dana-bantuan-parpol-di-medan-tetap.html, 

tanggal 6 April 2018. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

 

Pasal 1 

Angka 1 

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pasal 34 

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: 

a. iuran anggota; 

b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan 

c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa 

uang,barang, dan/atau jasa. 

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diberikan secara proporsional kepada Partai Politik  yang mendapatkan kursi 

di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya 

berdasarkan jumlah perolehan suara.  

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai 

Politik dan masyarakat. 

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan 

kegiatan: 

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu 

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam 

membangun etika dan budaya politik; dan 

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 34 A 

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 

dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 



(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit. 

 

Pasal 36 

(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan 

program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai 

Politik. 

(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening 

kas umum Partai Politik. 

(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik. 

 

Pasal 37 

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun 

anggaran berkenaan berakhir.  

 

Pasal 38 

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk 

diketahui masyarakat.  

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

 

Pasal 1 

Angka 1 

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 



Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Angka 2 

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan 

jumlah perolehan suara. 

 

Pasal 2 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh 

Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya.  

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang 

mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 

proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.  

 

Pasal 3 

(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik 

di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.  

(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada 

Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.  

(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan 

kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD 

kabupaten/kota.  

 

Pasal 4 

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan 

suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.  

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil 

penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum. 

 



Pasal 5 

(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang 

mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

sebesar Rp l.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. 

(2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 

(3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang 

mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. 

(4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada 

Partai Politik telah melebihi Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara 

sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 

anggaran berjalan. 

(5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota 

yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara 

sah. 

(6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan 

kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per 

suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 

anggaran berjalan. 

(7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), 

ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

 

Pasal 8 

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat 

pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam 

Negeri.  

(2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat 

provinsi dilaksanakan oleh gubernur.  

(3) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat 

kabupaten/ kota dilaksanakan oleh bupati/walikota. 

 

 



Pasal 12 

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.  

(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti 

penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

 

Pasal 12 A 

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 

dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan 

APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai 

Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara 

penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK. 

 

Pasal 13 

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara 

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A. 

 

Pasal 14 

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

disampaikan kepada:  

a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;  

b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan  

c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.  



(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

 

Pasal 15 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk 

diketahui masyarakat. 

 

Pasal 16 

(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak 

menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan 

APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan 

pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. 

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Partai Politik. 

 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat 

yang mendapatkan kursi di DPR.  

(2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi 

yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.  

(3) Bupati/ Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat 

Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.  



(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya 

berdasarkan jumlah perolehan suara.  

(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diberikan setiap tahun.  

 

Pasal 3 

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber 

dari APBN.  

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber 

dari APBD Provinsi.  

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber 

dari APBD Kabupaten/Kota.  

 

Pasal 4 

(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.  

(3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD 

Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.  

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu 

DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 

 


